LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 14

TAHUN 1995 SERI : D NO. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang: a.

bahwa dalam rangka Pelaksanaan
otonomi yang nyata, dinamis dan ber-
tanggungjawab dengan titik Dberat di
Daerah Tingkat II, berdasarkan Pera-
turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan
peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995,
telah diserahkan sebagian urusan pée-
merintahan di bidang Lalu Lintas dan
angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II
sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
untuk meningkatkan penyelenggaraan pe-
merintahan dan pembangunan secara ber-
dayaguna dan berhasilguna khususnya di-
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
maka perlu mengatur Pembentukan, Organ-
isasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dengan Peraturan

Daerah .
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7.

10.

11.

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
Dinas Daerah ; :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi
dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9?
Tahun 1993 tentang Pola  Organisasil
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada
Daerah Tingkat II ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peker-
jaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum
Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya,
Pertambangan, Tenaga Kerja dan Penamba-
han Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan di Bidang Kepariwisataan Kkepada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas (Lembaran - Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 1995 Seri D) ;
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Persetujuan pewan Perwakllan Rakyat' 5 ‘
pDengan »

bupaten paerah Tingkat II Banyumas vy
Kabupate , .
MEMUTUSKAN:
. PERATURAN. DAERAH  KABUPATEN .
Menetapkan : gINGKAT - II BANYUMAS. TENTANG PEAERAH
TUKAN, ORGANISASI DAN TATARER7, CMBEN.
IALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALay o, DIN

KARpS
' TEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS. Upa..

. BAB T
KETENTUAN UMUM
Pasal'l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ge

hgan ;
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 1T Banyy.
mas; : | |

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah ,Ka'bupa‘te-n
Daerah Tingkat II Banyumas; ety -

C. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati

. _ Ke |
Daerah Tingkat II Banyumas;: bala

Dinas Laly Lintas dan | : ,
Lalu Lintas g Angkutan Jalan adalah Dinas

a
Tingkat 1T Ban n Angkutan Jalan Kabupaten Daerah

Yumas;
fo K I, i '-
Afelglitlﬁa:anbégéllznadalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan
mae: . . Kabupaten Daerah Tingkat II Banyw
-h' Bt Ui 4
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g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional

dari sebagian tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang melaksanakan tugas teknis tertentu ;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk-
kan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang
Pegawal Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahli-
an dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

(1)

(2)

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berda-
sarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada
Daerah sebagai urusan rumah tangga -di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala
Daerah.
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ngJ ndalian _
;323211 serta p ?ggi ikan ©O leh Pemerlntah atay Ple):lm\
pantuan J dTlngkat I Jawa Tengah. e~

6 j sebagaimana g
akan tugas POKOK sebz ANa dimgk.
Untuk menyelenggaz peraturan Daerah 1ni, Dinas La]{u

intas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
Lin , ) g | |
ina dasarkan kebi
an pembinaan umum ber . jaksa-

Mei?lk;::;kditztapkan oleh Mgnterl Dalam Negeri ;
b ;:1aksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebi jak-
£ canaan yang ditetapkan oleh Mgnter], Perhl}bungan ;
c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebi jak-
: sanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dae-

rah ; 4 A s § .
d. Pengurusan Ketatausahaan ;i JasA - .. |
e. Pelaksanaan tugas-tugas laln yang diberikan oleh

Bupati Kepala Daerah. : : |

" BAB IV
ORGANISASTI
Pasal 6'

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terdiri ‘dari : ]

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1. Urusan Program ; |
2. .Urusan Keuangan ;

’

3. Urusan Kepegawaian ;
4. Urusan Umup ; '
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(2)

(3)

(4)

c. Seksi Lalu Lintas, terdiri dari :
1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
2. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
3. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan ;

4. Seksi Angkutan, terdiri dari :
1. Sub Seksi Angkutan Orang ;

- 2. Sub Seksi Angkutan Barang
3. Sub Seksi Angkutan Khusus

~e o

‘e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri

dari :

1. Sub Seks; Tata Penyuluhan ;

2. Sub Seksl Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;
3. Sub Seksi Teknik Perparkiran ;i

f. Seksi Pengendalian Operasional, terdiri dari
1. Sub Sek51.Pengumpulan dan Pengolahan Data
2. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu

Lintas 7 | _
3. Sub Seksi Penertiban Lalu Lintas dan Angku-

tan ;

“e oo

g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas 7

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala seksi yang masing-masing
perada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang perada dibawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan Fungsional dipimpin oleh

gsional yang paling senior
lompok dan bertanggung jawab

Kelompok '
seorang tenaga fun

sebagai Ketua Ke

' kepada Kepala Dinas.
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(25 250 ﬁiiiﬁntum Salam Lampiran Yoro merupakan
gaéign o terpisahkan darl peraturan Daerah inj
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BAB V
paTAK ERJA
pasal 8
Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

lebih lanjut dengan

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9
Jenjang j '
; Jabatan
gawaian Dinas Laiian kepangkatan serta susunal kepe”
sesuai dengan keteutLlntas dan Angkutan Jalan jatu?
ntuan Peraturan Perundang‘undangan
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala
ke?en?uan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11 T »

fPeraturan Daerah ini . mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan  pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas. .

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS

BANYUMAS
KETUA,
cap. ttd. cap. ttd.
H. WARSONDO | H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995
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pENJELASAN | N

ATAS
TEN DAERAH TINGKAT 7y
AERAH KABUPZ 1995 B
NOMO G ANY%

ENTU GANISASI DAN TATAKERJA Dpyag
B igrna's DaN ANSCQ(SUTAN JALAN KABUPATEy = LAly
L DAERAH TINGRAT II BANYUMAS -

T. PENJELASAN UMUM-

ebelumnya penyerahan Sebagian Urusap,
merims:ahan di Bidang Lalu 1lintas dan Angkuig;l
Jalan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan. sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintg

o S d
Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan IT an

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor g
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daergp
Tingkat II Percontohan dan Peraturan Daerah pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tany
1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umun
Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan
Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerija,
Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Kepariwisataan Kepada
pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,
telah  ditambahkan bPenyerahan sebagian  urusan
pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
gatl)an kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumds

ebagal urusan rumah tangga daerah. -

Adapun yry an-urusa diselenggaraka®
adalah sebagai beiikut g, T

Peraturan

an
Pem Yang diserahkan berd&lsark0
e
meliputj . €rintah Nomor 22 Tahun

1990
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. Penunjukan ' lokasi dan pengelolaan parkir

kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;

Penunjukan Lokasi terminal kecuali penun-
Jukan loksi terminal yang fungsinya melayani
angkutan antar kota antar propinsi, pengelo-
laan, pemeliharaan fisik dan Kketertiban

_terminal ; |
- Penunjukan 1lokasi dan pengelolaan tempat-

tempat penyeberangan orang ;

- Pengaturan tentang pembatasan mengangkut

orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor ;
Penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan
dan ketertiban tempat pemberhentian (halte)
untuk kendaraan umum di wilayah Daerah
Tingkat II ;

Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan
kepada perkumpulan dan atau Badan Hukum yang
ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan
dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda
lalu lintas ;

Pemberian izin pendirian angkutan kendaraan
bermotor ;

Pemberian izin pendirian perusahaan bengkel
umum untuk kendaraan bermotor ;

Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan
mengenai susunan alat-alat tambahan pada
mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan
sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu
untuk kelancaran pengangkutan orang secara
tertib dan teratur ;

Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk
jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya
berada dalam Daerah Tingkat II ; .
Penetapan larangan penggunaan ja}an-jalan
tertentu di Daerah Tingkat II demi Kkelan-
caran angkutan dan arus lalu lintas,. dengan
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
untuk jalan propinsi dan dengan persetujuan

Menteri untuk jalan nasional ; .
Penetapan jalan tertentu di Daerah. Tingkat

II yang melarang pengemudi—pengemud@ kenda-
raan memberikan tanda-tanda suara di tempat-

tempat dan waktu tertentu ;

2
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alu 1j:ntas di Daerah
ersetujuan Gubernur
untuk jz.;tlan Propihsi
Ti gléa'luan Menteri untuk jaj,-

: bagi jen;
. : maksimum Jenjg
nasional xecepatal pada jalan = kabupatg,

a t ] .
e }fﬁﬁgaraan r t?;’lan proplnmahy,%?g kgil‘ada
tertentd 9%% . “xapupaten DaerK aJ.ag Dacral
dalam Ibu Kotuju n Gubernul \ED 1 aerah

Tingkat R teri i
n 2§2tapan enempatan, pemasangan
pengadaan, paraan rambu-rambu lalu lintas

p. ih
dan pemell :alan ;
_ da ja an . . -
serta tanda ;Z?aksgnaan keglatan-keglat;an
penetapan l1alu lintas serta manaje-

A ayasa
dalangii rzlfn{as pada jalan kabupaten dan-
ﬂ::rulajemen angkutan di Kabupaten Daerah .
ingkat II 7 | i
gelangtapan larangan penggunaan .jalan kabupa-

ten ; ; :
s. Penetapan muatan sumbu Kkurang dari yang
ditetapkan untuk jalan kabupaten oleh karena

pemeliharaan atau keadaan bagian  jalan
kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama

6 (enam) bulan.

. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 1995, meliputi :

a. g:ggadaan,'penetapan, penempatan, pemasangan
tandagigsé;hgl'.agnl Oipad il JAbtas, , sarca
1 Jalan Propinsi -
b. P : plnsi ;
kzggzgggg Efg:]tu;an'P:raturan umum mengenai
c. Peneta 4 h ermotor .
barangpg:nga:a]ilf pPéngangkutan orang dan
ditetapkan™ ¢ éndaraan umum sepanjang tidak
arif  berdasarkan peraturan

'219an yang berlaku ;
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d.

Penetapan larangan menggunakan jalan propin-
s1 bagl macam-macam kendaraan tidak bermotor
berhubungan dengan muatan sumbunya ;
Penetapan larangan menggunakan jalan propin-
sl bagi kendaraan bermotor yang muatan
sumbunya melebihi batas maksimum yang diten-
tukan'untuk jalan itu ;

Penunjukan.;okasi, pengelolaan, pelaksanaan
dan pengujian kendaraan bermotor kecuali
kendaraan khusus Angkatan Bersenjata.

1I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

1 huruf a s/d h : Cukup jelas
2 : Cukup Jelas
3 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
4 ¢ Cukup Jelas
5 huruf a s/d e : Cukup Jelas
6 ayat (1) s/d (4) : Cukup Jelas
7 ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas
8 : Cukup Jelas
9 : Cukup Jelas
10 ¢ Cukup Jelas
11 : Cukup Jjelas

------- a ¢\penjalp’ ===

o+

4
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~ DAERAH TINGKa
GUBERNUR KEPALA T lll
KEPUTUSAN o mitan '

NOMOR : 188.3/218A/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPAgENTDAERAH TINGkay
II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1995, 8 - TAHUN 1995, 31
TAHUN 1995, 12 TAHUN 1995, 13 TAHUN 1995, 14 Tams
1995, 15 TAHUN 1995, 16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 14
TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995, 31 o,
1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995 22
TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995,

i 29 TAHUN
1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 1995.
) A ,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAK

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat I
Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor .
188.3/1036/1995 perihal Permohonan
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daeran
Tingkat II Banyumas Nomor 7 ‘Tahup
1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12
Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun
1995, 15 Tahun 1995  Nomor 16 Tahun
1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19
Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 fTahun
1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun
1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27
Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun
1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995.

Menimbang : bahwa tidak ada kKeberatan untuk mengesah-

kgn Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Banyumas dimaksud H

Mengingat : 1. Undang-undan
tentang
Tengah ;

g Nomor 10 Tahun 1950
Pembentukan Propinsi Jawa
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Eggggg-undang Nomor 5 Tahun 1974
Daerahg Pokok-pokok Pemerintahan di
= _ (Lembaran Negara Republik

onesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-

bahan Lembara i
: n Negara Republik Indone-
Sia Nomor 3037) .g ¢ o

14

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

- 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan

Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dgla@ Lapangan Pertanian kepada Pro-
plnsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 121) ;

’

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
1951 'tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dgla@ Lapangan Kehewanan kepada Pro-
pinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 122) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Perikanan Darat kepada
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 123) , :

. peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
gsebagian dari pada Urusan Pemgr@ntah
Pusat dalam Lapangan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan kepada
Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor ;10, Tam-
pbahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 173) i
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‘ i ¢ 45 Tahun
. Peraturan Pemerintah Nomor |
1 5352 tentang Pelaksanaan Penyerahan
' pemerintah Pusat

Sebagian dari Urusan . . .
dalag - Lapangan Sosial- i kﬁgigi
Propinsi (Lembaran - Negara ep!

' i n 1952 Nomor 73, Tam=
Indonesia Tahu ‘ A

bahan Lembaran Negara Repu

'sia Nomor 303) 7 ,
8. peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

' bagian
1975  tentang. - Penyerahan Sebza
Urusan Pemerintah Pusat di  Bidang
perkebunan Besar kepada Daergh
Tingkat I (Lembaran = Negara ‘Republik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-=
sia Nomor 3060) ; :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1979 tentang Penyerahan Sebagilan
Urusan Pemerintah dalam Bidang - Kepa-
riwisataan kepada Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3144);

" 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1986 tentang Penyerahan - Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Pertam-
bangan  kepada - Daerah - Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987  tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kese-
hatan - kepada - Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia.Tahun 1987
‘Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3347) ;

’
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

iggituran Pemerintah Nomor 14 Tahun
158 tentang Penyerahan Sebagian
= San Pemerintahan di Bidang Peker-
g an Umum kepgda Daerah: (Lembaran
egara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 3353) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
%990 tentang Penyerahan Sebagian
rusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Perccn-
tohan (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3590) :

Kepﬁtusan Menteri Dalam Negeri Nomor
23 Tahun 1989 tentang Pedoman Orga-
nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga-

nisasi Dinas pDaerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
995 tentang Pedoman Oorga-

44 Tahun 1 :
nisasi Dinas Daerah pada Daerah Ting-

kat II Percontohan ;
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g ' i 1 Jawa Tengah
| . erah Tingkat
18. Pertauran Da§§_1961 tentang penyerahan
tanggl 19 Ju iam lapangan..

” ‘ a da :
sebagian dari urusangg paerah Tingkat

i n Darat kepa rah nghar
Eir%izgﬁaran Daera ‘Proplni;63DNomor
- pingkat I Jawa Tengah Tahun
1)od | :
; 1 Jawa Tengah

19. Peraturan DaerahJﬁi?gkazgsl tishtang
tanggal e pagian = dari! CAOSAnnya

yhan se
gz?ggriapangan kehewanan kepada Daerah

' II (Lembaran paerah Propinsi
g;g};ﬁt Tingl(,c-ét' I Jawa- ‘Tengah = Tahun
1962 Nomor 37) i oy .

20. Peératuran Daerah pPropinsi Daerah Tlng-“
kat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990
tentang Penyerahan .sebagian Urusan
Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I

" Jawa Tengah = dalam Lqpangan-Pendldikan
dan Kebudayaan kepada ;Daerah Tk. II
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-
kxat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomr 37);

' 21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
~ Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
-1992 - tentang  Penyerahan Sebagian
Urusan = Pemerintah . Propinsi. . Daerah
‘Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perta- '
nian Tanaman Pangan Kkepada = Daerah
Tingkat II ‘(Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
1993 Nomor 11); :

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
- kat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 .
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pe-
merintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Bidang Perkebunan kepada

gisgigsiTigggith II (Lembaran Daerah
ah Ti
Tahyn 1993 Nomor 3§?gkat 1 Jawa Tengah
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Menetapkan :

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-

¥Z§t§nJaga Tengah Nomor 2 Tahun 1995
merintgh enyerahan Sebagian Urusan Pe-
pors TZ Propinsi Daerah Tingkat I
Angkutanggh D1 Bidang Lalu Lintas dan
i Pnk a}an, Pekerjaan Umum Penga-
st g erjaan Umum Bina Marga, Pek-
Tega mum Cipta Karya, Pertambangan,
o ga Kerja, dan Penambahan Penyera-
an Sebag%an Urusan Pemerintah di Bid-
ang Kepariwisataan kepada Daerah Ting-
kat II (Lembaran Daerah Propinsi Daer-
ah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995
Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Mengesahkgn Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas sebagai
berikut : \

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pembangunan Desa, dengan
perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pertambangan, dengan peruba-
han sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran II Keputusan ini.

Tahun 1995 tentang Pemben-
dan Tatakerja Di-
dengan perubahan
lam Lampiran

3. Nomor 1l un 18
tukan, Organisasl

nas Kependudugan,
sebagaimana dimaksud da

III Keputusan ini.
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: tentang FEHEEC
Nomor 12 Tahun 1995 Tatakerja Di-

tukan,OrganisaSi dan dan Hortikul-
Dinas, Fansite Pangagan sebagaimana
tura, dengan perupba Iv Keputu-

dimaksud dalam Lampiran
san ini. _ .
‘ tentang Pembeg-
Nomor 13 Tahun 19?5 i Bti e

tukan, Organisasil ]
Dinas'Perkebunan , dengan Pi;;???aﬁ
sebagaimana dimaksud dalam ,

V Keputusan ini.

Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembeq-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perhutanan dan Konservasi

- Tanah, dengan perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran VI Kepu-
tusan ini.

Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembeq-
tukan, Organisasi dan = Tatakerja
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran VII Kepu-
tusan ini.

Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pemben-

~tukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengu-

sapa Kecil, dengan perubahan seba-
gaimana dimaksud dalam Lampiran
VIII Keputusan ini. P

Nomor 17 Tahun 1995 tentan
: : g Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Perdagangan, dengan perubahan

sebagaimana dimaksug i
IX Keputusan inj. P, Seupiean
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10.

11.

i2.

13-

14.

15.

16.

zgﬁg; 18 Tahun.1995 tentang Pemben-
Dinas’ Orggnlsasi "dan Tatakerja
Pekerjaan Umum cipta Karya,

dengan perubahan sebagaimana dimak-

sud dalam Lampiran X Keputusan ini.

¥o§or 19 Tahup 1995 tentang Pemben-
ukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,
dengan perubahan sebagaimana dimak-

izg dalam Lampiran XI Keputusan

Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pemben-

tukan, Organisasi dan Tatakerja Di-

‘nas Pekerjaan Umum Pengairan, deng-
an perubahan sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran XII Keputusan ini.

Nomor 21 Tahun 1995 tentang'Pembeh—
tgkan, Organisasi' dan Tatakerja
Dinas Perindustrian, dengan peru-

-bahan sebagaimana dimaksud -dalam

Lampiran XIII Keputusan ini.

Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Tenaga Kerja, dengan peruba-.
han sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran XIV Keputusan ini.

Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerija
Dinas Sosial, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

XV Keputusan ini.
Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pem-
dan Tatakerja

Dinas Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan, dengan perubghan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

XVI Keputusan ini.

bentukan, Organisasi

8
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17. Nomor 26 Tahun 1995 tentang grgg:
nisasi dan Tatakerja Dinas Peri
kanan, dengan perubghan sebaga;mana
dimaksud dalam Lampiran XVII Kepu-

tusan ini.

18. Nomor 27 Tahun 1995 tgntang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Peterna-
kan, dengan perubahan .sebagalmana
dimaksud dalam Lampiran XVIII
Keputusan ini.

19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Orga-

nisasi dan Tatakerja Dinas Penda-

- patan Daerah, dengan perubghan

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XIX Keputusan ini.

20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan  Tatakerja
Dinas Kesehatan, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

XX Keputusan ini.

21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Pariwi-
sata, dengan perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran XXI Kepu-
tusan ini.

22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pem-
bentukan, Organisasi dan Tatakerija
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan perubahan sebagaimana dimak-

sud dalam Lampiran XXII Keputusan
ini. ‘ |
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- Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap L d ttd e
Drs. HARTONO

galinan : Keputusan ini disampaikan
: kepada Yth. : 5

Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

pirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri

di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar

peraturan Daerah ;

pupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas

di Purwokerto ; |

Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II

Banyumas di Purwokerto ; ' |

Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah

Banyumas di Purwokerto ; ; :

Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/

paerah Tingkat I Jawa Tengah ; | ,

7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat

Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

N -
. )

10
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
'DAERAH TINGRAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188 3/218A/199
: . 5
TANGGAL : 10 Juli 1995

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG

pEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJ LAL
P 'DAN ANGKUTAN JaLAN A DINAS LALU

— ——— — — — ———— — —— — - — =
"———— T —— — —— - —— —
? —— — — — — —— — — ———————

1. Pada judul, diktum menetapkan dah dalam penje-
1asan"Pasa1, pada akhir kalimat ditambahkan perka-
taan "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMASY.

- Kon51deraps Menimbang huruf a, perkataan "Peratu-
ran ?emgrlntah Nomor ....1995 dan Peraturan Daerah
propinsli Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ....
Tahun 1995", diubah dan dibaca "Peraturan Pemerin-
tah 'Nopor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 1995"%. '

. Dasar Hukum Mengingat :

a. Ditambahkan Nomor 4 baru yang berbunyi sebagai

berikut : ; | _
n4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada
' Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3410) ;
Selanjutnya nomor-nomor berikutnya disesuaikan.

b. Nomor 6 baru diubah dan dibaca sebagai beri-
kut :
omor 8 Tahun 1995

"Peraturan Pemerintah NC .
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
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o Kxepadd 26 (dua(iembaran Negara R, !
kat sia rahunl 1.95 o : 'N ahan L lik
ran ‘ )

NomoTr 12 bard diubah dan dibaca sebagaj be
c it Tis
ah Proplnsi Daerah

19

kat Penyeraha]:l sebagian Urusan 5
merlntahan Pemerlntah Prt?pinsi D i
jawa Tengah di  Bidang AeTap

ngkutan Jalan, Pekerjaan Il;alu

utiy,}

Ja,

rintas dan A .
pengairan, pekerjaan Umum Bina y
) pta Karya, Pertambaar
Tenaga Kerja dan Penambahan Penyengan.
n Pemerintahan di Bli‘ggan

n

gebagian Urusa
Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabuy
ringkat II ~Banyumas (Lem§:§9“
an

Daerah
paerah Tingkat I gy
a

Daerah propinsi
Tengah Nomor 4 Tahun 1995 Seri D)"

pasal 1 huruf b perkataan "P i
npemerintah”. ; emerirtah® ditulis

. Pasal 4, diubah dan dibaca i
Pac ‘ : sebagal beri :
2;32: La}:tu Lintas dan Angkutan Jala;-lku; ; :
) pg <le melaksanakan urusan rumahempunyall
i yaz am bidang Lalu Lintas dan Antingga
i o sl Camgpnaneimys aelip
operasi ; angkutan ser i
K e e oy e
an

oleh Pemerint
ah :
Jawa Tengah". atau Pemerintah Daerah Tingkat I

. Pasal 5

a. Baris
: pertam J
ditambahk a, dibelakan
ahkan perkataan "Pegagﬁila{aztg:I;r;ia?ﬁ" i
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7.P

9.

(2)

ng. melaksanakan pembinaan umum berdsarkan

kebijaksanaan .
Dalam'Negeri ;yang‘dltetapkan oleh Menteri

b. Meéégsinakan pembinaan teknis berdasrkan
| kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri
- perhubungan ; : T 3 2 e

c. Melaksanakan pembinaan o 1
¥ ‘ perasional sesuai
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

asal 6 ayat (1) huruf e, ‘pacia angka 3 dibelakang

orkataan "Seksi" ditambahkan perkataan "Tekni
: nik"
selanjutnya dalam kotak bagan disesuaikan. ’

pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut : .

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalém

pasal 6 gyat. (1) huruf a s/d £ Peraturan
paerah ini, diatur lebih lanjut dengan Kepu-

~:tusan_Bupati Kepala Daerah ;

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan akan ditetapkan
kemudian setelah mendapat persetujuan Menteri

pDalam Negeri 7

asi Dinas Lalu Lintas dan Angku-

cantum dalam Lampiran yang meru-
pisahkan - dari Peraturan

(3) Bagan Organis
- tan Jalan ter
pakan bagian tak ter

Daerah ini."

Perkataan "LAMPIRAN <..--
sebagai berikut :

dst" diubah dan dibaca.

"IAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABU
' TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN
1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI

DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN J KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANYUMAS" .
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kalimat ditambahkan

da akhir
TingkatII Banyumas®

n Daerah Perka.

10. Judul bagan pa
taan "Kabupate
11. Ditambahkan Penijelasan Peraturan Daerah
terdiri dari :
I. Penjelasan Umum 7 : ’
II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
JAWA TENGAH - I .

Bidang I,
cap. ttd.

Drs. HARTONDO
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